
BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR I
NOMOR 11 TAHUN 2023

i

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
»

BUPATI ACEH TIMUR,
i

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah
dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/878/2023 tentang
Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah
Aceh Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun
Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
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Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1Tahun 2020 tentang Kebijakan k
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516); .

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1028);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan -
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4575);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 6057);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2018 Nomor 109); .

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 972);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022
tentang Indikator Tingkat Kineija Daerah dan Ketentuan
Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1335);

i |
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27. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

28. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun
2022 Nomor 40), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

APBK Tahun Anggaran 2023 semula sebesar
Rp. 1.748.712.495.953,00 bertambah sebesar
Rp. 38.846.984.335,00 sehingga menjadi
Rp. 1.787.559.480.288,00, dengan rincian sebagai
berikut:
a. pendapatan

1. semula Rp. 1.744.222.564.714,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 18.798.849.055.00
jumlah pendapatan
setelah perubahan Rp. 1.763.021.413.769,00

b. belanja
1. semula Rp. 1.742.380.495.953,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 43.846.984.335,00
jumlah belanja
setelah perubahan Rp. 1.786.227.480.288,00

c. pembiayaan
1.penerimaan pembiayaan

a) semula Rp. 4.489.931.239,00
b) bertambah/(berkurang) Rp. 20.048.135.280,00)

jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 24.538.066.519,00

; !
i
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2. pengeluaraan pembiayaan
a) semula Rp. 6.332.000.000,00
b) bertambah/(berkurang) Rp._(5.000.000.000.00)

jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 1.332.000.000,00

jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan Rp. 23.206.066.519,00

sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: i

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp. 1.763.021.413.769,00, 3rang
bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan ;

c. Iain-lainpendapatan daerah yang sah.
i

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2,) dan ayat (3) Pasal 9 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 1.620.409.416.079,00, yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 1.494.021.364.055,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 126.388.052.024,00.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 1.494.021.364.055,00, yang
terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana otonomi khusus dan dana tambahan

infrastruktur; dan
c. dana desa.

{



(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 1.117.173.903.055,00.

(3) Dana otonomi khusus dan dana tambahan
infrastraktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b. direncanakan sebesar Rp. 0,00. *

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, direncanakan sebesar Rp. 376.847.461.000,00. »

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp. 126.388.052.024,00, yang
terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 63.841.169.927,00.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 62.546.882.097,00.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp. 1.786.227.480.288,00. yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 1.192.616.637.006,00,yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang danjasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

<
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 747.242.661.497,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 364.395.823.934,00.

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, direncanakan sebesar Rp. 925.998.955,00.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, direncanakan sebesar Rp. 61.136.022.220,00.

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar
Rp. 18.916.130.400,00.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 128.779.660.619,00, yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin; •

c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 807.004.800,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 34.042.617.654,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar l
Rp. 38.331.941.602,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rp. 53.880.379.563,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar
Rp. 1.717.717.000,00.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut: »

Pasal 17

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d, direncanakan sebesar
Rp. 462.933.682.663,00, yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.



(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 2.152.301.363,00.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 460.781.381.300,00.

i
10.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp. 23.206.066.519,00, yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan ;

b. pengeluaran pembiayaan.
I

11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan
sebesar Rp. 24.538.066.519,00, yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 24.538.066.519,00.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(



12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp. 24.538.066.519,00, yang terdiri atas:
a. pelampauan penerimaan PAD; dan
b. dan seterusnya sesuai dengan objek pada sisa

lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00.
(3) Dan seterusnya sesuai dengan objek pada sisa lebih

perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 24.538.066.519,00.

13.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan
sebesar Rp. 1.332.000.000,00,yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utangyangjatuh tempo;
d. pemberian pinjaman daerah; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00.
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 1.332.000.000,00.

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

v
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14.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh
tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00, yang terdiri
atas:
a. pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah

Pusat; dan
b. dan seterusnya sesuai dengan objek pada

pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah
Pusat.

(2) Pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(3) Dan seterusnya sesuai dengan objek pada pembayaran
pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp. 0,00.

15.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja mengakibatkan teijadinya surplus
sebesar Rp. 25.048.135.280,00.

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 23.206.066.519,00.

16.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

Pelaksanaan atas Perubahan Penjabaran APBK yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

l
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Pasaln

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah KabupatenAceh Timur.

Ditetapkandi Idi
pada tanggal >2 Apnj_2023 M

2.1 fZamactherr) 1444 H
i

Pj.BUPATI A£EH TIMUR,

MAHYUDDIN
Diundangkandi Idi
pada tanggal 12. April

2.1
2023 M

2-1 1444 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATENACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ft




